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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan
Agama Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw Tentang Wali ’Ada/ Karena
Mencpati Wasiat”, ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berbentuk studi
dokumen untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana penyelesaian perkara nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘ada/ karcna menepati wasiat? (2) Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum yang diambil oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Bondowos. dalam menyelesaikan perkara nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘adal karena menepati wasiat?

Data penelitian ini dihasilkan dengan menggunakan teknik studi dokumen
(Documentary Study) yang sclanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa
kualitatif yang bersifat deskriptifyakni menggambarkan masalah mengenai perkara
wali ‘adal karena menepati wasiat sesuai dengan penctapan Pengadilan Agama
Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw untuk kemudian dianalisis dengan
menggunakan confent analysis berupa pengkajian terhadap isi dari dokumen
tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara
nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ’ada/ karena menepati wasiat di
Pengadilan Agama Bondowoso, dibuat sccara sederhana karena perkara tersebut
termasuk perkara sumir (ringan) akan tctapi telah sesuai dengan prosedur dan berita
acaranya.

Tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam
penctapan tersebut dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini berdasar pada Peraturan
Menteri Agama RI No.2 Tahun 1987 pasal 2 ayat | tentang wali hakim dan berdasar
pada Kctua Majelis yang dalam pertimbangannya (Tharigah Istinbat al-Hukm)
didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak. Selain itu, pihak wali enggan
menikahkan anak percmpuan yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan
yang tidak berdasarkan hukum atau tidak sesuai dengan syari’at agama.

Oleh karena itu, hendaknya kepada Pengadilan Agama Bondowoso dalam
menerima dan memeriksa serta memutus perkara permohonan wali ‘ada/ yang
diajukan olech pemohon supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap
mempertimbangkan scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik
dari segi kemaslahatan maupun kemadaratannya. ~

Sclain itu, hendaknya para wali jangan menghalang-halangi perempuan yang
berada dalam perwaliannya menikah dengan calon suami yang merupakan pilihannya
sendiri asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorarg pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kckal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.'

Untuk dapat meclaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami

2. Calon istri

3. Wali nikah

4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.?

Salah satu unsur penting dan menentukan dalam pernikahan adalah wali
nikah, atau orang vang menikahkan mempelai wanita. Bahkan menurut Syafi’i
tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan
bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah

tersebut.’ Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

' Tim WIPRESS, Undang-Undang Perkawinan No.l Tahun 1974, (—------WIPRESS, Cet.l,
2007), 1-2
2 Tim Fokusmedia. Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, Cet.], 2005), 10
3 Moh.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan
Zakat Menurut Hukum Is/am, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, 1995), 1-2
1
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Artinya: “l?in’wayatkan dari Ab.; Mousa, sc.s:zgggubnya Nabi SAW bersabda:
tidak ada nikah kecuali dengan wali”
Hadis ini dengan tegas menunjukkan akan keharusan adanya wali dalam
perkawinan dan menjadi dasar b:-hwa nikah tanpa wali hukumnya tidak sah.
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang mesti
dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan
sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.’ Hal
ini bisa dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 yang menyebutkan
bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk mc:nikahkannya.6
Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan No.l Tahun 1974 pasal 2

mcenycbutkan bahwa:

I. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.’

Pasal ini juga diperkuat dengan bunyi pada pasal 6 yang menyatakan:
. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

[\ I

* Abl Dawud Sulayman ibn al-Asy’as al-Sijistaniy al-Azdiy, Sunan Ab7 Dawud, Jilid II, Bab
Wali, (Kairo: Darul Hadis, 1999), 892

5 Armir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2007),
69

% Tim Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, 11

k Undang-Undang Perkawinan No.! Tahun 1974, 2



3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud
ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kcdua orang tua tclah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memclihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat
menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam
ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum
tempat tinggal orang yang akan mclangsungkan perkawinan atas permintaan
orang terscbut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang terscbut dalam ayat (2). (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan terscbut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain ®

Berdasarkan hadis dan ketentuan perundang-undangan di atas dapat
diketahui bahwa betapa pentingnya peranan wali dalam perkawinan Islam, tanpa
wali maka tidak sah perkawinannya. Di samping itu, wali dalam perkawinan
merupakan sescorang yang secara hukum mempunyai otoritas (kewenangan
mutlak) terhadap scseorang karcna memang mempunyai kompetensi untuk
menjadi pelindung bagi orang yang berada dalam perwaliannya. Seperti halnya
dalam perkawinan, scorang mempelai wanita yang membutuhkan wali untuk
melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat
tanpa adanya pengaruh dari orang lain (wali).

Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, make ".arus dipenuhi

beberapa syarat, di antaranya:

8 bid, 3
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persetujuan dan izinnya, hal ini scsuai dengan Firman Allah SWT dalam QS.an-
Nisa’ ayat 25 yang berbunyi:

Yy ol S oland Oyl D00 SA Sl ol AL
(Yo i sl onisf it

Artinya: “..Karena itu kawinilah mercka dengan seizin tuan mereka, dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun
wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula)
wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya” '* (QS.an-
Nisa’:25)

Dan sebagaimana dalam Hadis Nabi SAW:

s e L2 280 2 oz s, s sl ThZ % . Wl A S, N “es. (s £o .

AN PIRAC S AR PR AN :Jurld,fg;ﬂ\yfasdy)ofsﬂ)qsy

e ol 36 e LG a6 06 il B K

Artinya: “Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda: ‘jangan

dikawinkan secorang janda sebelum dia dimintai pendapatnya dan

Jangan  dikawinkan  seorang  gadis  sebelum  dimintai

izinnya/persetujuannya.  Mereka  bertanya wahai  Rasulullah:

bagaimana  izinnya/persctujuannya?  Rasulullah  menjawab:
Diamnya”"

Hadis di atas menerangkan tentang larangan untuk menikahkan seorang
wanita tanpa izinnya atau keridhaannya, baik wanita itu masih gadis maupun
sudah janda, meskipun terdapat perbedaan antara gadis dan janda dalam
mengungkapkan keridhaannya. Scorang janda mengatakan terus terang bahwa
dirinya ridha untuk dinikahkan, sedangkan seorang gadis keridhaannya dapat
dipahami dari sikap diamnya, sebab dia merasa malu untuk mengatakan secara

terus terang. Dengan kata lain, perempuan janda dapat bertindak terhadap

"2 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cipta Media, 2005), 82
" Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy Al-Naisabiiriy, Sahfh Muslim, Jilid V,
(Beirut: Dar al-Kutub al-*Ilmiyyah, Cet.Il, 2008), 49-51



dirinya sendiri tanpa wali, dan perawan pun juga dimintai pendapat mengenai
dirinya dalam masalah perkawinan.'*

Adapun larangan bagi wali menghalangi wanita yang berada dalam
perwaliannya dengan calon suami pilihannya adalah berdasar pada Firman Allah

SWT dalam QS.al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

SARREFT)PE Py Ipt gy 1) Syl 8 of £a La 5. ..

Artinya: “..Maka janganlah kamu (para walz) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminys, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf”.”> (QS.al-Bagarah:232)

Terjadinya wali ‘adal memang tidak dapat kita pungkiri, hal itu terjadi
karcna adanya perselisihan ataupun perbedaan yang terjadi antsr1 seorang anak
perempuan dengan orang tua (walinya). Baik dari segi pandangan, jalan pikiran,
maupun kebijaksanaan yang mereka miliki, yang mana hal itu sulit untuk
dipertemukan.

Keadaan semacam itu mungkin saja terjadi kalau memang ternyata
mempelai perempuan tetap berkeinginan atau bersikeras untuk hidup berumah
tangga dengan calon suaminya atau karena adanya sebab-sebab yang bertolak
belakang dengan keinginan orang tua (wali). Adapun sebab-sebab itu di

antaranya adalah karena calon suami belum mendapatkan pekerjaan yang tetap,

karena calon suami tidak setara pendidikan dan ekonominya, karena calon suami

'Y Ahmad Azhar Basyir, Hukun Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, Cet.9, 1999), 40
'’ Departemen Agama RI, A/-Qur'an..., 37



kurang baik latar belakangnya atau akhlaknya, karena kakak perempuannya

belum kawin dan lain scbagainya.

Scperti  halnya yang terjadi pada penetapan Pengadilan Agama
Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw, ada seorang wali tidak mau menjadi
wali nikah karena si wali mendapat wasiat dari kakek pemohon yang melarang
untuk menjalin hubungan dengan calon suami pemohon dan apabila dilanggar
dikhawatirkan takut terjadi apa-apa. Berdasarkan alasan tersebut pemohon
akhirmmya meminta agar menetapkan wali nikah pemohon adalah wali ‘adal.

Adapun penetapan tersebut sangat menarik untuk dikaji karena selain
alasan budaya masyarakat yang masih percaya pada wasiat yang diamanahkan
oleh kakck kepada wali pemohon, terdapat alasan lain yang digunakan wali
dalam menyatakan keengganannya yakni faktor pendidikan yang tidak seimbang.
Adapun upaya menyadarkan wali yang dilakukan pemohon tidak berhasil,
schingga sccara otomatis pernikahan pemohon dengan calon suami pilihannya
ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat discbabkan tidak adanya
izin dari wali atau walinya ‘adal.

Dalam hal apabila wali enggan menikahkan perempuan yang berada
dalam perwaliannya, padahal calon suami yang akan mengawininya itu stdah se-
kufir’ (scpadan) dan sanggup membayar maskawin, maka si perempuan berhak

mengadukan haknya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam arti, hak wali yang



enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah
tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim.'®

Tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan
Agamna Bondowoso dalam perkara wali ‘ada/ tersebut, bahwa keterangan
Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon dan bukti-bukti surat telah diperoleh fakta yang pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar anak kandung dari wali pemohon;

2. Bahwa orangtua (wali) Pemohon tidak setuju jika Pemohon menikah dengan
calon suami pilihan pemohon;

3. Bahwa ketidaksetujuannya adalah karcna wali pemohon mendapat wasiat
dari kakek pemohon dan apabila dilanggar takut terjadi apa-apa;

4. Bahwa calon suami pemohon telah melamar baik-baik kepada orang tua
pemohon tetapi tidak diterima;

5. Bahwa Pemohon tclah mengurus rencana pernikahan ke KUA kecamatan
Bondowoso tetapi ditolak;'’

Berdasarkan  fakta yuridis terscbut di atas, Pengadilan Agama
Bondowoso menilai bahwa permohonan Pcmohon dinyatakan telah cukup
beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu, patut untuk dipertimbangkan.

Kemudian hakim menimbang bahwa keengganan wali pemohon menjadi

wali nikah dalam penikahan Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak

berdasar pada alasan yang benar menurut syara’, sedangkan Pemohon tergolong

16 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.II, 2002), 120
' Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw



orang yang telah dewasa dan telah cukup untuk menentukan pilihan mengenai
calon suaminya, oleh karenanya wali pemohon patut dianggap sebagai wali ‘ada/.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tcrhadap penetapan Pengadilan Agama Bondowoso
tersebut dan memfokuskan penclitiannya pada proses penyelesaian perkara pada
penetapan Pengadilan Agama Bondowoso tentang wali ‘ada/ dengan alasan
menepati wasiat dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis
hakim dalam menyelesaikan perkara wali ‘adal karena menepati wasiat tersebut.
Dan karcna selama ini belum ada yang pernah membahasnya, maka dalam
penclitian ini dipcrlukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut tentang

masalah yang timbul dari latar belakang ini.

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari gambaran di atas (Latar Belakang Masalah) terdapat identifikasi
masalah, di antaranya adalah pengertian wali ‘adal perspektif hakim Pengadilan
Agama Bondowoso, scbab-scbab terjadinya wali ‘adal, alasan penolakan wali
‘adal, proses pengajuan perkara wali ‘agal, dasar penetapan wali ‘adal, proses
penyclesaian perkara wali ‘aga/ karena menepati wasiat di Pengadilan Agama
Bondowoso, dasar hukum yang diambil majelis hakim Pengadilan Agama
Bondowoso dalam menetapkan perkara wali ‘ada/ karena menepati wasiat,
tinjauan hukum Islam tcrhadap penctapan Pengadilan Agama Bondowoso

tentang wali ‘adal karena menepati wasiat, usaha-usaha yang dilakukan oleh
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hakim dalam menyelesaikan perkara wali ‘adal di Pengadilan Agama
Bondowoso, usaha pihak Pengadilan Agama Bondowoso dalam mencegah wali
‘adal.

Dari identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah sebagai
berikut: analisis terhadap proses penyelesaian perkara pada penetapan wali ‘ada/
karcna menepati wasiat, analisis hukum Islam terhadap dasar hukum yang
diambil olch majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan

perkara wali ‘ada/karena menepati wasiat.

. Rumusan Masalah
Adapun dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana penyelesaian perkara nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali
‘adal karcna menepati wasiat di Pengadilan Agama Bondowoso?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tcrhadap dasar hukum yang diambil oleh
majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan perkara

nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘adal karena menepati wasiat?

. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Zinjauan hukum Islam
terhadap penctapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘adal karena menepati wasiat” Dalam

penclusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau
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tulisan secara spesifik mengkaji masalah yang terkait dengan masalah

keengganan wali menikahkan (wali ‘ada/) karena menepati wasiat. Namun,

tcrdapat beberapa skripsi yang berkaitan dengan pembahasan dengan judul ini,
yakni skripsi yang membahas tentang :

. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penctapan Pengadilan Agama Lumajang
dan Mahkanah Agung Tentang Wali ‘Adal” oleh Arie Wahyuni, mahasiswi
fakultas syari’ah tahun 2007. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan
pembahasan pada penctapan Pengadilan Agama Lumajang yang dibatalkan
oleh Mahkamah Agung tentang wali ‘ada/ disebabkan bahwa se-kufu’
(scpadan) dalam hal agama juga harus se-kufi’ dalam hal kesempurnaan
anggota tubub (tidak boleh ada cacat).

2. “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama
Sidoarjo Tentang Wali ‘Adal Nomor: 80/Pdt.P/2007/PA.Sda” oleh Lina
Mahmuda, mahasiswi fakultas syari’ah tahun 2008. Dalam skripsi ini peneliti
memfokuskan pembahasannya pada penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo
tentang penoiakan wali ‘ada/ karena alasan wali pemohon mempunyai pilihan
laki-laki lain (pemohon sudah dijodohkan oleh wali pemohon).

3. “Tinjavan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan
Nomor: 02/Pdt.P/2008/PA.Pas Tentang Wali ‘Adal Karena Calon Suami
Mu’allaf” oleh Moh.Ali, mahasiswa fakultas syari’ah tahun 2008. Dalam

skripsi ini pencliti memfokuskan pembahasannya pada penyelesaian perkara
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di Pengadilan Agama Pasuruan tentang wali ‘ada/ dengan alasan calon suami
adalah orang mu’allaf

“Wali ‘Adal Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan
Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 07/pdt.p/2008/PA.Ngj)” oleh
Mubammad Jappar, mahasiswa fakultas syari’ah tahun 2008. Dalam skripsi ini
pencliti memfokuskan pembahasannya pada dasar hakim Pengadilan Agama
Nganjuk dalam menetapkan wali ‘ada/ dikarenakan kekhawatiran terjadi
penganiayaan karena calon suami adalah orang jember yang kebanyakan orang
di sana tergolong masyarakatnya adalah orang madura dan mereka sensitif carok
dan santet.

“Kajian Hukum Islam Tentang Wali Adal Karena Alasan Tidak Mendapatkan
Harta Waris Di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Penetapan Pengadilan
Agama Gresik Nomor: 23/Pdt.P/2006/PA.Gs) " oleh M.Zainul Hasan, mahasiswa
fakultas syari’ah tahun 2009. Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan
pembahasan mengenai kajianaya dalam hukum Islam tentang penolakan wali
‘adal karena alasan wali (paman) tidak mendapatkan harta warisan. Riset ini
berbeda dengan penclitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji
adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penctapan Pengadilan Agama
Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw Tentang Wali ‘Adal Karena

Mencpati Wasiat” dalam obyck pembahasan ini yang diteliti adalah tentang
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penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bondowoso tentang wali ‘ada/

karena mencpati wasiat.

E. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis,
yaitu:

1. Untuk mengctahui proscs penyelesaian perkara nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘ada/ karena menepati wasiat di
Pengadilan Agama Bondowoso.

2. Untuk mengetahui analisis terhadap dasar hukum yang diambil oleh majelis
hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan perkara nomor:

01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘adal karena menepati wasiat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam beberapa
hal sebagai berikut:
1. Secara teoritis
a. Sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan keilmuan hukum
Islam tentang perkawinan, khususnya dalam masalah wali ‘adal
b. Digunakan sebagai studi banding bagi Pengadilan Agama pada
khususnya dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam

penyelesaian masalah wali ‘adal
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2. Secara praktis
a. Dapat dijadikan alternatif sebagai antisipasi akan adanya bahaya
kemadaratan keberadaan wali nasab yang otoriter (demi terciptanya
kemaslahatan umat).
b. Digunakan scbagi penun:ang bagi penyusunan karya ilmiah berikutnya

dalam kontcks yang sama.

G. Definisi Operasicnal

Scbagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.
Adapun judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
NOMOR: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw TENTANG WALI ‘4DAL KARENA
MENEPATI WASIAT”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami
judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul

tersebut, sebagai berikut:
Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan
diformulasikan dalam keempat produk pemikiran, di
antaranya figh, fatwa, keputusan pengadilan, dan

undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi



Penetapan

Pengadilan Agama

Wali ‘Adal

Wasiat
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umat Islam Indonesia.'®Adapun dalam kaitannya
dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia,
maka hukum Islam menjadi mengikat bagi seluruh
warga negara Indonesia.

Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk
tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka
untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
permohonan (1 voluntair).”®

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari  keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam
l.Indang-Undang.20 Adapun dalam hal ini yang
dijadikan obyek penclitian adalah di Pengadilan Agama
Bondowoso.

Wali nasab (ayah kandung) yang enggan menikahkan
wanita yang berada dalam perwaliannya.21

Pesan terakhir orang yang meninggal dunia.*?

783

'8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam..., 9
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VIII, 2008), 251

¥ Team Media Centre,

Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2075, 11

2\ Al-Hamdani, Risalah Nikah, 120
22 pius A.Partanto dan M.Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola,1994),
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atasnya bayar mahar buat kchormatan yang ia telah halslkan dari
perempuan itu, jika para wali (bertengkar) maka pemerintah
(su]{dgj}_ adalah menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai
wali”

2) Pendapat Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan Imam Hanbali yang menyatakan
bahwa adanya wali dalam perkawinan merupakan salah satu rukun nikah,

artinya suatu pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali.2®

3) Kompilasi Hukum Islam pasal 23

4) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Bab II pasal 2 tentang wali
hakim.
Hadis, pendapat ulama, dan ketentuan perundang-ur iangan di atas
menjelask@ bahwa suatu pernikahan harus menggunakan wali, namun bila wali
terdckat karcna suatu hal atau menolak (“ada/) untuk menjadi wali nikah, maka

hakimlah yang menjadi wali atas pernikahan itu.

I. Metode Penelitian
1. Data yang dihimpun
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang penetapan Pengadilan
Agama Bondowoso tentang perkara wali ‘ada/ karena menepati wasiat

nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw yang menitikberatkan pada hal-hal berikut:

25 .
Ibid,
* Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Achmad Zaidun, Jilid 11,
(Jakarta: Pustaka Amani, Cet.III, 2007), 409-410
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a. Data tentang proscs penyelesaian perkara wali ‘ada/ karena menepati
wasiat di Pengadilan Agama Bondowoso.

b. Data tentang pertimbangan hakim tentang wali ‘ada/ karena menepati
wasiat di Pengadilan Agama Bondowoso.

Selain itu, data dalam penelitian ini juga diperoleh dari kepustakaan

yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Sumber data

Adapun sumber data atau bahan informasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer
Adapun bahan hukum primer, yaitu bahan yang l..nya mengikat
karcna dikeluarkan olch pemerintah,?’ di antaranya:
I. Undang-Undang tentang wali ‘ada/, di antaranya Undang-Undang
Pcrkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
2. Peraturan pemerintah tentang wali ‘adal, yakni Peraturan Menteri
Agama (Permenag RI) No.2 Tahun 1987.
b. Bahan hukum sekunder
Adapun sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya
memberikan penjclasan mengenai bahan hukum primer,?® antara lain:

1. Departemen Agama R, "A/-Qur’an dan Terjemahannya’.

103

27 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet.IV, 2004),

2 Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, Cet.IIl, 1986), 52
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2. Abdul Manan, “Ancka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia’.
3. Abdurrahman al-JaZiriy, “al-Figh ‘ali Mazahib al-Arba’sh Juz IV’
4. Abu Dawud Sulayman bin al-Asy’aé al-Sijistaniy al-Azdiy, ‘“Sunan
Abi Dawud Jilid II dan IIT’
5. Ahmad Azhar Basyir, “ Hukum Perkawinan Islam’.
6. Ahmad Rofiq, “Hukum Islam di Indonesia’.
7. Al-Hamdani, “Risalah Nikah’
8. Ibnu Rusyd, “Bidayatul Mujtahid Jilid II”
9. Imam Abi al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairiy al-Naisaburiy,
~ “Sahih Muslim Jilid V"’
10. Kamal Muchtar, “ Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan’.
11. Moch.Anwar, “Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan
Keputusan di Pengadilan Agama’
12. Muhammad Jawad Mughniyah, “Figh Lima Madzhab”.
13. Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama’.
14. Mustafa Kamal Pasha, ‘Figh Islam”.
15. Soemiyati, “Hukumn Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan’.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,?’ di

2 Ibid.
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antaranya: Pius A.Partanto dan M.Dahlan Al Barry, “Kamus limish
Populer” dan Ahmad Warson Munawwir “Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia’.
3. Tcknik pengumpulan data
Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini
penulis menggunakan tcknik yang berupa studi dokumen (Documentary
Study) yang mana pcngumpulan data dengan cara mempelajari isi dokumen
pada penctapan nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘ada/ karcna
menepati wasiat.
4. Teknik analisis data
.Karena hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian
menggunakan teknik yang telah discbutkan di atas, maka akan dianalisa
dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni
menggambarkan masalah mengenai perkara wali ’ada/ karena menepati
wasiat sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan

content analysis berupa studi terhadap isi dari dokurnen tersebut.

J. Sistematika Pembahasan
Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan

apa yang diharapkan olch penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan
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yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai

berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

Merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum
yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penclitian, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka
konscpsional, metode penclitian dan sistematika pembahaSan.
Merupakan tinjauan umum atau landasan teori tentang wali ‘adal
meliputi  pengertian wali  ‘adal kedudukan wali dalam
perkawinan, syarat wali dalam perkawinan, macam-macam wali,
dasar penetapan wali ‘adal, dan alasan-alasan penolakan wali
‘agal. Bab ini merupakan landasan teori yang diperlukan untuk
menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam tentang wali ‘adal
karcna menepati wasiat.

Memfokuskan pembahasannya pada objek penelitian tentang
penetapan Pengadilan Agama  Bondowoso nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘ada/ karena menepati
wasiat, yang mana pada point pertama sekilas tentang Pengadilan
Agama Bondowoso yang meliputi kompetensi dan wilayah

hukum Pengadilan Agama Bondowoso serta struktur orgaanisasi



BAB IV

BABV
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Pengadilan Agama Bondowoso. Sedangkan pada point kedua
tentang deskripsi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama
Bondowoso nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw tentang wali ‘ada/
karcna menepati wasiat. Dan pada point ketiga tentang
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam
menetapkan perkara wali ‘adal karena menepati wasiat.

Analisis hukum Islam yang merupakan jawaban dari rumusan
masalah, di antaranya: analisis terhadap penyelesaian perkara
wali ‘adal karena menepati wasiat dan analisis terhadap dasar
pertimbangan hakim majelis Pengadilan Agama Bondowoso
nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw dalam menyelesaikan perkara
wali ‘adal karena menepati wasiat.

Mcrupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-

saran dari penulis.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI ‘ADAL

A. Pengertian Wali ‘Ada/

Wali sccara etimologis adalah seorang yang dengan perantaraannya,
urusan seseorang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai pengganti
daripadanya.' Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan wali atau
perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang
untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.2

Sccara garis besar, perwalian terbagi atas:
1. Perwalian atas orang
2. Perwalian atas barang
3. Perwalian orang dalam perkawinan.’
Adapun dari macam-macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di

6

sini adalah perwalian dalam perkawinan seseorang. Sedangkan kata ‘“adal”

berasal dari bahasa arab, yaitu Yaé — Juas — % yang artinya: “menckan,

mempersempit, mencegah, menghalang-halangi menahan kehendak”.*

' Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, Cet.II, 2002), 258

2 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
Cet.IV, 2004), 92

3 Ibid, 93

4 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, Cet. XXV, 2002), 941 4

23
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Mengenai pengertian wali ‘adal/ terdapat beberapa pendapat, di antaranya
Al-Hamdani yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wali ‘ada/ adalah
wali yang tidak bersedia mengawinkan perempuan yang berada dalam
perwaliannya tanpa alasan yang diterima, padahal si perempuan sudah mencintai
bakal suaminya yang telah sepadan (se-kufu), baik dalam hal agama maupun
budi pekertinya.’

Sedangkan Mukti Arto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wali
‘adal adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan
mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya akan tetapi ia enggan mau
menikahkan sebagai layaknya scorang wali yang baik.®

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud wali ‘ada/
adalah wali nasab yang enggan menikahkan wanita yang berada dalam

perwaliannya.

B. Kedudukan Wali dalam Perkawinan
Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang
syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna,
karena kekurangan tertentu pada segolongan manusia yang dikuasai itu, demi

kemaslahatannya sendiri.”

3 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet.II, 2002), 120

® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VIII, 2008), 243-244

? Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, Cet.XVI, 2006),
345
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tanpa meminta izin kepada mercka atau tidak mengindahkan ketentuan-

ketentuan agama.'® Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

£l

Wy b Geih G0 Vs ) e e I J6 16 e o e

A W G et o 03tend 7K,

Artinya: “Dari ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: wanita-wanita

Jjanda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis itu

dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah
diamnya”"’!

Hadis di atas menerangkan bahwa para wali termasuk di antara orang-
orang yang mempunyai hak atas perkawinan orang-orang yang berada di bawah
perwaliannya, meskipun haknya itu lebih kecil dibandingkan dengan hak orang
yang di bawah perwakilannya terhadap perkawinannya.

Adapun wali termasuk scbagai salah satu rukun dalam pelaksanaan
perkawinan scbagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
14. Oleh karena itu, kedudukan wali dalam pernikahan sebagaimana kebanyakan

pendapat para ulama adalah sangat dibutuhkan perannya dan

pertanggungjawabannya terhadap sahnya suatu akad perkawinan.

C. Syarat Wali dalam Perkawinan
Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya akad

nikah. Tidak semua orang dapat diterima menjadi wali akan tetapi ia harus

1% K amal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam. .., 94 .
"' Abu Dawud ibn al-Asy'as al-Sijistaniy al-Azdiy, Sunan Abi Dawud, Jilid II, Bab Sayyib,
(Kairo: Darul Hadis, 1999), 897
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Perwalian dalam perkawinan memiliki suatu dasar atau landasan yang
cukup dan mcnjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini
berdasarkan Firmaan Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:232 yang berbunyi:

e i;;p\, IRy X P R u,..L» L oAl
:%L\} ‘i ‘-;a)‘ ;,_<J.> J:-Y| (};‘\3 A.UL» U"‘}" VL “‘Kgf‘ 4; .h&_’ﬂ g,U.) J);.:Jb
O ‘,irn: Y ,) r.l: A.U\ 3
Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf Itulah yang dinaschatkan kepada
orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari
kemudian. itu lebih Haik bagimu dan lebih suci, Allab mengetahi,

sedang kamu tidak Mengetahui”, (QS.al-Baqarah:232)%

Ayat di atas turun berkaitan dengan peristiwa Ma’qil Lin Yasar yang
berjanji tidak akan menikahkan saudara perempuannya dengan orang yang
mencerainya.” Adapun ayat di atas menunjukkan bahwa kedudukan dan
keberadaan wali memang harus ada bagi setiap wanita dalam perkawinannya

dalam artian kedudukan dan keberadaan wali dalam perkawinan tidak boleh

diabaikan atau di-nafi-kan.
Sedangkan maksud larangan pada ayat di atas menurut Kamal Muchtar
adalah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi

berlangsungnya suatu perkawinan apabila seandainya perkawinan dilaksanakan

N Depanemen Agama Rl, A/l-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cipta Media, 2005), 37
Sayyld Sabiq, Fighus Sunnah, Juz 11, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 523 .
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memenuhi syarat-syarat yang ditentukan olch syars’ Adapur ulama berbeda
pendapat mengenai apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atav tidak?

Imam Malik dan Imam Syafi’i menyatakan bahwa adanya wali dalam
perkawinan mcrupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan

dianggap tidak sah tanpa adanya wali.'? Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

SN ESY 36 Ry < e L L

Artinya: “Diriwayatkan dari AbI Musa, sesunfgubuya Nabi SAW bersabda:
lidak ada nikah kecuali dengan wali’.

Scdangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh
mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali.'* Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi

SAW:

PRSPEEN - .'/ g-")”. t’/t o7, “, ’r M ‘0 r’: ’: e o -
Gy o Gl 30 oW1 Ll e @ D A e JU s JU i 1 e
F I..l '..r. ,{:4‘."/

A W Y i 038 S

Artinya: “Dari ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: wanita-wanita
Janda itu lebil berkak atas dirinya daripada walinys, dan gadis itu

dimintai pendapat tentang dirinya, dan persctujuannya adalah
diamnya” "

Berdasarkan Hadis Nabi terscbut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
wali dalam pcrkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa,
scdangkan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya

sendiri.

'2 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Achmad Zaidun Jilid 11,
(Jakarta: Pustaka Amani, Cet.I1l, 2007), 409

'* Abtu Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid 11, 892

" Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 11, 409

'* Abu Dawud, Sunan AbI Dawud, Jilid 11, 897
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Para ulama sepakat bahwa syarat orang-orang yang akan menjadi wali
adalah:

1. Mukallaf

Disyaratkan para wali harus orang yang mukallaf karena mukallaf
sudah dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan

pcrbuatannya.'® Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

¥ o- 3

v 3 - T s e . ,5' ‘e . s, 0 - f: o ,-0 ° s 02 :\,54
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o) \J'p}gk.a.,..g"i:"_'é;-rjtﬂ\&'o : ‘ABGE,E;JJJ\'C'Q" Ju‘.i..,u; & Lo
n’,o/ t _ekz’ . Y. &
. Jf‘”' = :.) yorad) ‘;"; ¢ ‘..E;w =
Artinya: “Dari Musa bin Isma’il dari Wuhaib dari Kholid dari Abia Duha dari
‘Ali AS dari Nabi SAW bersabda: Diangkatnya (dihapusnya)
hukum itu sebab tiga perkara, dari orang tidur hingga ia bangun
dari masa kanak-kanak hingga ia bermimpi (dewasa) dari orang
gila hingga ia sembul ™"’

Jadi, orang yang belum baligh tidak boleh menjadi wali karena orang
yang belum baligh masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala
urusannya, karenanya selama ia tidak mampu mengurus diri sendiri, maka
tidak mungkin ia mampu dibebani urusan orang lain. Selain itu, anak yang

belum dewasa belum dapat menentukan sikap dan belum mengetahui arti dan

tujuan perkawinan.

16 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam..., 94
'” Abi Dawud, Sunan A7 Dawud, Jilid 111, Bab Fil Majnun Yasriqu Aw Yusibu Haddan,
(Lebanon: Dar al-Kutub al-*Iimiyyah, 1996), 145
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Adapun tujuan pernikahan tersebut diantaranya adalah menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan Firman Allah
SWT dalam QS.ar-Rum:21 yang berbunyi:

& u; AR AR FEA NI T ST 2S5 Gl of el e

(YY) :U:SJ (-3:31 Uy &l

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bcrﬁldr”(QS ar-
Rom:21).’

2. Muslim

‘Apabila yang kawin itu orang muslim, maka disyaratkan walinya juga
muslim."” Maksudnya, seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat
orang yang bukan islam dalam artian bahwa perwalian atas orang-orang kafir
dilakukan dan diangkat oleh dan dari orang-orang kafir sendiri. Hal ini

didasarkan pada Firman Allah SWT dalam QS.Ali-‘Imran ayat 28:
W}AJ\ u,au,. ;u,\ )\SM o)_..}..ll ,\m )
Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambd orang—orang kaf ir

menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin...

(QS.Ali-Imran:28)*’

Dalam surat lain juga disebutkan:

10 D”'Ot

and o (3 1573 Ly

'* Departemen Agama R], A/-Qur'.~..., 406

" Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, Cet.VI, 2007), 43

2 Departemen Agama RI, A/-Qur’an..., 53
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Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi
pelindung bagi sebagian yang lain”. (QS.Al-Anfal:73)%

Jadi, harus ada persamaan agama antara wali dengan agama
perempuan yang diwalikannya, scsuai dengan apa yang telah diterangkan di
dalam ayat di atas.

3. Berakal sehat

Wali memegang peran yang sangat besar dalam menentukan
kehidupan rumah tangga sescorang yang berada di bawah perwaliannya,
schingga ia akan terasa janggal kalau peran yang semacam itu kedudukannya
ternyata dipegang olch orang yang belum baligh, sakit ingatan lagipula
berstatus hamba sahaya. Dalam agama telah ditegaskan bahwa orang yang
masih bclum dewasa serta orang yang sedang mengidap penyakit ingatan
tidak dibebani tanggung jawab sama sekali, baik tanggung jawab yang
menyangkut dirinya sendiri apalagi terhadap orang lainnya.?

4. Laki-Laki

Golongan Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah sepakat
bahwasanya wali nikah disyaratkan laki-laki, sedangkan wanita tidak sah
menjadi wali nikah.” Seclain itu, ketentuan bahwa wali itu harus léki-laki

didasarkan pada pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa wali

2 Ibid., 186

* Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam, 259-260 _

 Abdurrahman al-Jaziriy, al-Figh ‘AlZ Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, (Kairo: Darul Hadis,
2004), 46
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dalam pernikahan itu ialah ‘ashabah, yaitu keluarga laki-laki dari seseorang

yang berhak mewarisi hartanya dengan menghabiskan sisa.*

. Adil

Tidak terdapat suatu nas yang menerangkan tentang urutan wali-wali
dengan jelas. Karena itu para fiigaha’ berbeda pendapat dalam menetapkan
urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Pada
umumnya di Indonesia yang diikuti ialah urutan para wali menurut Mazhab
Syafi’i yang urutan tersebut didasarkan kepada ‘ashabah.®

Adapun urutan orang-orang yang berhak menjadi wali adalah:

Ayah, kakek dan scterusnya ke atas dari garis laki-laki

Saudara laki-laki sekandung (seibu-sebapak)

Saudara laki-laki sebapak

Anak dari saudara laki-laki sckandung dan seterusnya ke bawah
Anak dari saudara laki-laki scbapak dan seterusnya ke bawah
Paman (saudara dari bapak) sekandung

Paman (saudara dari bapak) sebapak

Anak laki-laki dari paman sekandung
Anak laki-laki dari paman sebapak.

S ER MO A0 o

Apabila wali-wali yang sembilan macam di atas tidak ada, maka yang
menjadi wali adalah su/tan atau hakim.”” Namun demikian, dari semua urutan
wali scbagaimana discbutkan di atas yang lebih diutamakan adalah ayah.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di

tangan wali agrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya

2 Mustafa Kamal Pasha, Fikil Is/am, 260

25 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Isfam. .., 100-101
% Ibid.,, 101

7 Ibid,
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wali agrab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam
perwaliannya dengan orang lain.?®

Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang
apabila ada scbab yang dapat diterima, misalnya suami tidak se-kufis’ atau
karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dahulu atau jelek
akhlaknya atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dﬁpat di-
tasakh-kan. Dalam hal-hal semacam ini wali agrab adalah orang yang berhak
menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga
kepada hakim sckalipun. Berbeda halnya apabila wali tidak bersedia
mengawinkan tanpa alasan y.:ng dapat diterima, padahal si perempuan sudah
mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kaf2’ah-nya baik agama
maupun budi pekertinya, maka wali tidak berhak menghalang-halangi
pcrnikahan wanita tersebut. Wali yang enggan menikahkan ini dinamakan
wali ‘adal (zalim).®

Dasar hukum Islam yang melarang wali menghalangi anaknya yang di

bawah kekuasaannya kawin dengan calon suaminya adalah Al-Qur’an QS.al-

Baqarah:232

.y ,..JL e Nyl 13) u;;r,;f;,;&

2 Al-Hamdani, Risalah Nikah, 119-120
¥ 1bid,, 120
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Artinya: “...Maka Janganlah kamu (para walj) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerclsan di
antara mercka dengan cara yang ma'ruf” (QS.al-Baqarah:232)*°

Apabila scorang wanita tclah meminta kepada walinya untuk
dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (se-kufir) dan walinya
keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya
sctelah termyata keduanya setingkat (se-kufu’) dan setelah memberi naschat
kepada wali agar mencabut keberadaannya itu. Apabila wali tetap keberatan,
maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.3'Hal ini didasarkan pada

Hadis Nabi SAW:

2

nz’r_."za P-4 ,’,, of. M MR zz’: o':’/ fal:lﬁ o -
0 . P .7 b/O,’/ ’41’,’ 5/”; v . ’:I//f.o. [ 73
cq,-..g,,t.,,m.,.w’,@u%ywp.d,am“pgq,’.&;.w,mﬁg
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Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah RA jg berkata: telah
bersabda Rasilullah SAW. Setiap perempuan yang melangsungkan
perikahan tanpa seizin walinya, maka pemikahannya batal, batal,

batal. Dan jika (si laki-laki alau suami) campuri dia, maka wajib

alasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari
perempuan itu, jika para walj (bertengkar), maka pemerintah
(sulthon) adalsh menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyaj

wali %2

Hal ini juga discbutkan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan;

% Departemen AgamaRI, A/-Qur’an..., 37

*' Sulaiman Rasjid, Figh Is/am; Hukum Figh Lengkap, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
Cet. XXVII, 1994) 386

* Abi Dawud, Sunan AbI Diwud, Jilid 11, 891
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a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau ga’/b atau ‘adal atau enggan.

b. Dalam hal wali ‘ada/ atau enggan menikah maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama
tentang wali terscbut. >

Berdasarkan ketentuan di atas, hal ini semakin memberi titik terang
mengenai kedudukan wali yang ‘ada/ yang walaupun pada kenyataannya
kitab-kitab figh bukan merupakan ketentuan mutlak dalam menyelesaikan
perkara wali ‘adal Akan tetapi, apabila kita perhatikan bahwa ketentuan
hukum yang terdapat dalam Pengadilan Agama ada yang merujuk pada

Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya tidak dibenarkan bagi wali untuk menghalangi perkawinan

seseorang yang berada di bawah kekuasaannya berdasarkan ketentuan

Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Macam-macam Wali
Dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali digolongkan
menjadi tiga macam, di antaranya:
1. Wali Nasab
Wali nasab adalah orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan

calon mempelai perempuan.*

3 Tim Fokusmediq, Kompilasi Hukum Is/am, (Bandung: Fokusmedia, Cet.I, 2005), 13
3+ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada
Media Group, Cet.I, 2006), 61
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Dalam pasal 21 KHI disebutkan perincian tentang wali nasab sebagai

berikut:

a.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek
dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki
secayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Kctiga, kclompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
scayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai
wanita.

Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dan kerabat yang
hanya seayah.

Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih
tua dan memenuhi syarat-syarat wali.*®

Dalam hal wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itv .aenderita tuna

wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada

wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Ketentuan ini terdapat

dalam pasal 22 KHI.*

3 Tim Fokusmedia, Kompilasi..., 11-12
* Ibid, 12
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Adapun wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan
calon mempelai perempuan tanpa meminta izin dulu dari yang
bersangkutan, wali nasab yang demikian ini disebut wali mujbir.

b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab
biasa.’’

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan wali mujbir, misalnya
pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahWa yang berhak menjadi wali
mujbir hanyalah ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir ini
diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah kawin yakni masih perawan
baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa*®

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali
mujbir adalah semua wali nasab dan wali mujbir diperuntukkan bagi wanita
yang belum dewasa saja dan gila.*

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik berpendapat
bahwa yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak saja. Orang lain
boleh menjadi wali mujbir kalau telah mendapat wasiat dari ayah, dalam hal
terpaksa sckali orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir kalau bapak

dan hakim tidak ada.*®

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam. .., 46
*® Ibid
¥ Ibid,
“ Ibid,
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Adapun wali mujbir dapat mengawinkan gadis yang berada di bawah
perwaliannya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Laki-laki pilihan harus kufu’ (seimbang) dengan gadis yang
dikawinkannya

Antara wali mujbir dan gadis yang bersangkutan tidak ada permusuhan
Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan

Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai

Laki-laki pilihan wali mujbir akan dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya terhadap istri dengan baik.*!

o a0 o

. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang
tua mempelai wanita menolak ( ‘adal) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab
lain schingga wali yang berhak dapat menentukan halmya.42

Menurut Imam Syafi’i, wali yang jauh tidak boleh menjadi wali
apabila wali yang dekat masih ada. Dalam hal wali dekat tidak ada (ga’ib)
dan tidak ada yang mewakilinya, maka yang menjadi wali adalah hakim
bukan wali yang jauh, karena wali yang dekat dianggap masih ada dan berhak
menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya selama ia masih hidup
dan tidak gila.

Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa
wali yang jauh boleh menikahkan asal mendapat izin dari wali yang dekat,

kalau tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah.*

*! Mustafa Kamal Pasha, Fikih Is/am, 260

*2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam. .., 6]
* Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam. .., 48

“ Ibid.
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Apabila pemberian izin tidak ada, maka perwalian berpindah kepada
wali hakim yang dalam hal ini adalah su/tan (kepala negara) atau orang yang
diberi kuasa olch kepala negara.®’

Adapun di Indonesia yang menjadi kepala negara adalah presiden
yang mana presiden telah memberikan kuasa kepada pembantunya dalam hal
ini adalah Menteri Agama yang juga telah memberikan iuasanya pada
Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi, hakim di
sini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga
hakim pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama dapat bertindak sebagai
wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari kepala negara. Dengan kata
lain, orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan
berdasarkan undang-undang.*®

Perwalian nasab atau kerabat berpindah kepada wali hakim, yang
berupa seseorang atau lembaga seperti Kantor Urusan Agama apabila:

a. Wali nasab memang tidak ada

b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat tetapi tidak memberi
kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat, seperti
memberikan kuasa kapada adik atau kakak lelakinya.

c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya seperti ayahnya beragama
kristen

d. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali

¢. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah

perwaliannya seperti seorang yang semestinya menjadi walinya, akan
tetapi wanita yang dikawininya adalah adik sepupunya sendiri.*’

 Ibid,
% Ibid,
*7 Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam, 261
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Sedangkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:
Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau ga’7b atau ‘adal atau enggan.

Dalam hal wali ‘ada/ atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.*®

Adapun wali hakim tidak berhak menikahkan, apabila:
Wanita belum baligh
Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak se-kufir’

Tanpa seizin wanita yang akan menikah

Di luar kekuasaannya.®

3. Wali Muhakkam

Dalam suatu kondisi tertentu, bilamana wali nasab tidak bertindak

sebagai wali karena tidak memenuhi syarat, seperti beragama kristen atau

hindu atau menolak sebagai wali, sedangkan wali hakim tidak dapat

bertindak sebagai pengganti wali nasab karena ia tidak diberi kuasa, maka

calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap

mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali.’® Wali

yang ditunjuk cleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan

saudara, dan juga bukan penguasa disebut “wali mubakkam’.

» 51

* Tim Fokusmedia, Kompilasi..., 13
“ Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet.],

1999), 93

%% Mustafa Kamal Pasha, Fikih Islam, 261
51 Soemiyali, Hukum Perkawinan Isfam.. ., 49
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E. Sebab-Sebab Terjadinya Wali ‘Ada/

Dalam ketentuan umum pasal 1 KHI huruf (h) dikemukakan: “Perwalian
adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang
tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang
masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.%?

Wali ‘agal adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah
baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang kufir’, Keenganan ini dapat
saja diterima dan bisa saja ditolak, apabila antara wanita dengan calon suaminya
itu terdapat halangan untuk dilangsungkannya perkawinan, maka wali dapat
menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Adapun hak wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun selama ia
dapat melaksanakan haknya itu sesuai dengan ketentuan agama. Apabila dalam
mclaksanakan haknya itu para wali tidak mengindahkan ketentuan agama, maka
hak perwalian itu dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan hakim.>

Alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara’ antara lain:

1. Calon suami jelek akhlaknya
Scorang wali harus berhati-hati dalam mencarikan jodoh anaknya,
demi kehormatan dan kemuli~annya, hendaknya ia tidak mencari menantu

yang tidak beragama, tidak berakhlak. Scbab orang yang baik, beragama dan

52 Tim Fokusmedia, Kompilasi..., 7
3% Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam..., 94
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berakhlak akan mempergauli istrinya dengan baik atau akan melepaskannya

dengan baik puia.>*

. Apabila wanita yang ada di bawah perwaliannya‘itu sudah dipinang oleh

orang lain, karena hal tersebut bisa menyakiti hati peminang pertama,

memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketcntrmm. Hal

ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW:

GRINER R N AARNEER R A TR e S
“Dari Abi Hurairah RA. lerkata, Rasulullah SAW bersabds. Janganlah
scorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya”. >

. Calon suami berbeda agama

Kepada wali dalam memilihkan suami bagi puterinya, hendaknya
dipilihkan laki-laki yang berakhlak mulia dan baik keturunannya, agar nanti
bisa menggauli dengan baik dan kalau ingin mentalaknya ia akan
mentalaknya dengan baik pula.

Namun apabila wali mengawinkan puterinya dengan laki-laki yang
zalim atau fasig atau ahli bid’ah atau pemabuk berarti ia telah berbuat
durhaka pada agamanya dan rela menerima kutukan Tuhan, karena ia telah
putuskan tali kcluarganya dengan memilihkan suami yang jahat kepada

anaknya.*®

% Al-Hamdani, Risalah Nikah, 13
55 Abl Dawud, Sunan AbP Dawud, Jilid 11, 889 _
36 Sayyid Sabiq, Fight Sunnah, Jilid 6, (Bandung: PT Al-Ma’arif, Cet.I, 1980), 35
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Dalam membicarakan tentang halal atau haramnya perempuan
Muslimah bagi laki-laki Ahli Kitab, Al-Qur’an hanya menyebutkan tentang
halalnya perempuan Kitabiyah bagi laki-laki Muslim tetapi Al-Qur’an tidak
menyebutkan tentang halalnya perempuan muslimah bagi laki-laki Kitabi,
maka para ulama sepakat untuk mengharamkannya dengan dasar Firman

Allah SWT dalam QS.an-Nisa’:141 yang berbunyi:

)L_... W}:n g U,,J,&U A Jasd oy

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi Jalan kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman’
(QS.an-Nisa’:141)"’

4. Calon suami cacat badan
Scorang wali karena pertimbangan kemaslahatan dapat mencegah,
menghalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannya. Misalnya saja
calon yang dipilih putrinya mempunyai cacat, baik lahir maupun akhlak,
cacat moral, sehingga dikhawatirkan akan berakibat buruk terhadap
perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya,’®
5. Kafa’ah
Kafa’ah atau kufi’ menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau
keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding. Yang
dimaksud dengan kaf’ah atau kufy’ dalam perkawinan menurut istilah

hukum islam yaitu keseimbangan dan kescrasian antara calon istri dan suami

37 Departemen Agama R, Al-Qur’an..., 101
% Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 61
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sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan
perkawinan.*

Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri
tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kaf3’ah adalah hak
bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang,
scrasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar
kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh
dibatalkan.®

Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin
Hanbal scpakat bahwa sclain faktor keislaman dalam hal kafa’ah, ada
beberapa aspek lain yang harus dipenuhi dalam hal kesepadanan (kafa’ah) ini,
yaitu:®!

a. Nasab
Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita
Quraisy tidak bolch kawin kecuali dengan laki-laki Quraisy, begitu juga
dengan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan laki-laki dari Arab

pula.®?

Abdurrahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta; Kencana, Cet.III, 2008), 96
“ Ibid, 96-97
ol ., Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, 350
%2 Ibnu Rusyd al- Qurtubiy al-andalusiy, Bidayarul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Juz
IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-*‘IImiyyah, Cet.I, 1996), 228
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b. Pckerjaan

Seorang perempuan dari keluarga yang pekerjaannya terhormat,
tidak kufi’ dengan laki-laki yang pekerjannya kasar. Tetapi kalau
pekerjaan itu hampir bersamaan tingkatnya antara yang satu dengan yang
lainnya, maka dianggaplah tidak ada perbedaan.

Untuk mengetahui pekerjaan terhormat atau kasar dapat diukur
dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan
terhormat di suatu tempat dianggap tidak terhormat di tempat dan masa
yang lain.%

c. Kekayaan

Golongan Syafi’i berbeda pendapat dalam masalah kekayaan ini.
Sebagian ada yang mnejadikannya ukuran kufi’. Jadi, orang fakir
menurut mercka tidak kufu’dengan perempuan kaya.*

d. Kesempurnaan anggota tubuh

Para ulama Mazhab Syafi’i juga menganggap kesempurnaan
anggota tubuh sebagai bagian dari kafd’ah. Karenanya seorang laki-laki
yang memiliki cacat tubuh demikian rupa schingga membenarkan
dibatalkannya suatu pernikahan, adalah tidak kuﬁl’bagi perempuan yang

schat dan sempurna anggota tubuhnya. Demikian pula dalam Mazhab

Hanafi dan Hanbali, meskipun cacat tubuh itu tidak menjadikan

63 Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I, 59-60
 Ibid., 60
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perkawinan menjadi batal. Namun memberikan kesempatan bagian istri

untuk tetap menerima ataupun menolak.®

. Dasar Penetapan Wali ‘Ads/

Perwalian merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar’ atas
segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena
kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya
sendiri.%

Dalam agama Islam hubungan antara anak dengan orang tua harus terjaga
dengan baik, oleh sebab itu apabila seorang anak perempuan hendak‘ kawin
dengan scorang laki-laki, haruslah dengan perantara orang tuanya (walinya) dan
dengan persetujuan keduanya, supaya rumah tangga yang didirikan oleh anak-
anak dengan suaminya, berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya.5’

Apabila seorang wali tiduk mau menikahkan wanita yang sudah baligh
yang akan menikah dengan seorang pria kufy’, maka wali tersebut dinamakan
wali ‘agal Karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung berpindah
kepada hakim bukan berpindah kepada wali ab’ad, karena ‘adal adalah zalim,

sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang za/im adalah hakim.%®

¢ Muhammad Bagir al-Habsy, Figh Praktis, (Bandung: Mizan, Cet.I, 2002), 49-51
% Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, 345
¢ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: CV.Al-Hidayah, Cet.IV,

1968), 24

% Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat I, 24
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Wali ‘adal merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak
menyukai calon menantunya dan sebagainya. Adapun perbuatan tersebut
termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab menurut syara’.%

Adapun dasar Hukum Islam yang melarang wali menghalangi anak yang
berada di bawah kekuasaannya kawin dengan calon suaminya adalah Firman
Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:232 yang berbunyi:

q,}“.;su 7 5 15 Syl s of AT
Artinya: “..Maka jangan]ab kamu (Dara wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara

mereka dengan cara yang ma'ruf”. (QS.al-Baqarah:232)°

Dari kejadian di atas, maka dapat diambil hikmah bahwasanya wali tidak
boleh menghalangi (enggan) akan keinginan anak gadisnya atau janda untuk
melangsungkan pernikahan yang dengan pilihannya sendiri asal tidak
bertentangan dengan kaidah-kaidah syar’jyyah.

Hal ini sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gha’ib atau ‘adal atau enggan.

2. Dalam hal wali ‘ada/ atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wall nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.’

% Moch.Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan
Agama, (Bandung CV.Diponegoro, Cet.I, 1991), 30
™ Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., 37
" Tim Fokusmedia, Kompilasi..., 13
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Di Negara Indonesia tentang penetapan ke- *ada/-an wali tercantum dalam
Peraturan Menteri Agama (Permenag) No.2 Tahun 1987 tentang wali hakim
yaitu Bab II pasal 2:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah indonesia atau di
luar negeri atau di wilayah ekstra teritorial indonesia ternyata tidak
mempunyai wali nasab yang berhak atau yang wali nasabnya tidak memenuhi
syarat atau mafgud atau berhalangan atau ‘ada/, maka nikahnya dapat
dilangsungkan dengan wali hakim.

2. Untuk menyatakan adalnya wali sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini
ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat
tinggal calon mepelai wanita.

3. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adalnya wali dengan singkat
atas pcrmohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon
mepelai wanita.

4. Pasal 3 memeriksa dan menetapkan adalnya wali bagi calon mempelai wanita
warga negara indonesia yang bertempat tinggal di luar neﬁcri dilakukan oleh
wali hakim yang akan menikahkan calon mepelai wanita.”

Sed'angkan dalam hal penunjukan wali hakim terdapat dalam bab III pasal
4, yaitu:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan
mempelai wanita sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 peraturan
ini.

2. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas
nama Kepala Kantor Departe:nen Agama Kabupaten atau Kotamadya diberi
kuasa untuk dan atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau Pembantu
Pegawai Pencatat nikah (P3N) untuk sementara menjadi wali hakim dalam
wilayahnya.”

7 Zainal Abidin Abu Bakar, X umpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Cet.III, 1993), 239
" Ibid., 239-240
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Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tersebut, maka
penetapan ‘adalnya wali itu harus lewat sidang Pengadilan Agama, maka
keengganannya tidak sah dan tidak diakui sebagai wali ‘adal™

Adapun mengenai wasiat di sini adalah pesan terakhir orang yang
meninggal dunia.”® Atau dengan kata lain, wasiat merupakan pesan tentang suatu
kebaikan yang akan dijalankan sesudah sescorang meninggal dunia.”®

Hukum wasiat adalah sunnah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam
QS.an-Nisa’ ayat 11, yaitu:

oA of G e w; A% e
Artinya: “..(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudab dlpenubl wasiat

yang ia 7buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya’ (QS.an-
Nisa’:11)

Dan sebagaimana Hadis Nabi SAW:

°, al“o/‘ 7 ° s 0 ‘a../ -, PRSI ,\, s - M o - PR | o, o -
%qpﬂ@.ﬂdﬁugf\ybdbrb)?b &‘é&&”‘d}nﬂ)‘yﬁ‘d‘f
nJ s A L . 0/0‘04

4_.-.9 3 Y‘ k) (ot
Artinya: “Tidak ada hak seorang muslim yang mempuayat sesuatu, yang
pantas diwasiatkan sampai dua malam, melainkan hendaklah
wasiatnya tertulis di sisi kepalanya.’”
Wasiat terbagi menjadi dua macam:

a. Ada yang berkaitan dengan hacta

b. Ada yang berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab)

" Moch. Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam. .., 29-30
” M. Dahlan Al- Barry dan Pius AParlanto Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola,

1994), 783

’® Sulaiman Rasjid, Figh Islam, 371
Deparlemen Agama RI, A/l-Qur’an..., 78
™ Abi al-Husain Muslim ibn Hajjaj al- Qusyamy al-Naxsabuny, Sahih Muslim, Jilid 111, Bab

Wasnyyah (Darul Hadis:Kairo, Cet.1, 1997), 104
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Adapun yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah berkaitan dengan
hak kekuasaan (tanggung jawab) tentang masalah perwalian dalam peniikahan.
Selain itu, hak kekuasaan yang tidak berupa harta, tidak sah diwasiatkan. Seperti
halnya dalam menikahkan anak perempuannya karena kekuasaan wali setelah ia
meninggal dunia berpindah kepada wali yang lain menurut susunan wali yang
telah ditentukan.”

Mengenai rukun wasiat, di antaranya adalah:

a. Adanya orang yang berwasiat (Musr)

b. Adanya orang yang menerima wasiat (Musa lahu)
c. Sesuatu yang diwasiatkan (Musa Bihi)

d. Lafaz (Sighat)®

Selain itu, hendaknya orang yang diserahi menjalankan wasiat berupa hak
kekuasaan (tanggung jawab) ini memenuhi enam syarat sebagai berikut,
diantaranya:

1) Beragama Islam

2) Sudah baligh (sampai umur)

3) Orang yang berakal

4) Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)

5) Amanah (dapat dipercaya)

™ Sulaiman Rasjid, Figh Islam, 373 o _
% Abdurrahman al-Jaziriy, al-Figh ‘ald al-Mazihib al-Arba’ah, Juz III, (Kairo: Darul Hadis,
2004), 239
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6) Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang
berwasiat.*’

Disyaratkannya beberapa syarat tersebut di atas adalah | karena
penyerahan tersebut berupa penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang
yang diserahi tanggung jawab tersebut apabila merasa bahwa sifat-sifat yang
menjadi syarat tadi cukup ada pada dirinya serta dia merasa sanggup
menjalankannya, maka hendakl.h ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa
kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan dan kesanggupan
untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak
diterimanya agar dapat discrahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut

tidak sia-sia.*?

Y id, 373
2 Ibid.



BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

NOMOR:01/Pdt.P/2007/PA.Bdw TENTANG WALI ‘ADAL

KARENA MENEPATI WASIAT

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bondowoso

1.

Kompetensi dan wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso

Peradilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang
diatur dalam Undang-Undang. Adapun Pengadilan Agama adalah lembaga
yudikatif yang kewenangan absolutnya, hukum materiilnya menggunakan
atau berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang tertuang dalam bab III
pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.' Selain itu, Pengadilan Agama merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan‘ peradilan agama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam.’

! Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.l, 2004), 10

2 Ibid, 10
51



52

Pengadilan Agama Bondowoso yang berkedudukan di jalan santawi

No.94 A Bondowoso 68216, merupakan salah satu dari pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan
tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sclain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Bondowoso
diserahi tugas dan kewenangan lain oleh dan atau berdasarkan Undang-
undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat
tentang hukﬁm kepada instansi pemerintah di daerah, apabila diminta.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1B
berkcdudukan di Jalan Santawi No.94 A Bondowoso 68216 meliputi 23
kecamatan yang terairi dari 209 kelurahan atau desa.

. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso

Dalam suatu organisasi pasti ada yang dinamakan 'struktur. Hal ini
diperlukan guna untuk memperlancar dan memudahkan adanya koordinasi
antara masing-masing pihak.

Begitu juga halnya dengan Pengadilan Agama Bondowoso yang nota

bene-nya merupakan suatu organisasi di lingkungan Peradilan Agama yang
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juga mempunyai struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Pengadilan

Agama Bondowoso tahun 2009/2010 adalah sebagai berikut:

Kectua

Wakil Ketua
Panitcra/Sckretaris
Wakil Panitera
Wakil Sckretaris

Hakim

Panitcra Muda Permohonan
Panitcra Muda Gugatan
Panitera Muda Hukum
Kepala Urusan Kepegawaian
Kepala Urusan Keuangan
Kepala Urusan Umum

Panitera Pengganti

: H.Supangkat,SH,M.Hum.

: Zainal Abidin,SH
: Drs.Syafiuddin
: Tahir,SH
: a. Drs. Eko Nurrahmat,MH
b. Drs.Anwar,SH
c. ['rs.Nasiruddin MH
d. H.Syamsul Hadi,SH
e. Drs.Abu Syakur

: Drs.Abd.Rasyid

: Tamaji,S.Ag

: Niswatin,SH

: Faisol Hasbi,SE
: Ade Husnul KH,SE
: a. Zainal Abidin,SH

b. Drs.Syafiuddin
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c. Drs.Abd.Rasyid
d. M.Ali Muchdor,S.Ag
e. Tamaji,S.Ag
f. Zulfikar,SH
Jurusita : a. Tahir,SH
b. Sugiarto
¢. Sofan Affandi

d. Syafikuddin

B. Deskripsi Penyclesaian Perkara Pengadilan Agama Bondowoso Nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw Tentang Wali ‘Ada/Karena Menepati Wasiat

Pada tanggal 02 januari 2007, seorang wanita yang bernama Hilma
Tsurayya binti Ahmad Hamid (Nama Disamarkan), umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di RT.03 RW 0] Desa Kembang
Kecamatan Bondowoso, selanjutnya discbut sebagai “Pemohon”.

Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang
laki-laki yang dicintainya bernama Ahmad Dzulfikar bin Abdul Majid (Nama
Disamarkan), umur 38 tahun, agama Islam, pckerjaan tani, status perkawinan
perjaka, bertempat tinggal di RT.02 RW.0l Desa Kembang Kecamatan

Bondowoso, selanjutnya discbut “Calon Suami Pemohon”,
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Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari bapak dan
ibu bernama Ahmad Hamid bin Ali Wafa (Nama Disamarkan), umur .8 tahun,
agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal dan
beralamat yang sama dengan pemohon. Selain itu, orang tua pemohon yang juga
sekaligus wali yang berhak menikahkan bernama Ahmad Hamid, selanjutnya
disebut sebagai “Wali Pemohon atau Termohon”.

Peristiwa ini berawal dari keinginan dan iktikad baik dari pemohon untuk
melangsungkan pernikahan dengan calon suami. Hal ini dilakukan agar tidak
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti gunjingan masyarakat sekitar
atau yang lebih besar dari itu yakni zina. Akan tetapi, pernikahan pemohon
dengan calon suami pemohon mendapat penghalang yang sangat kokoh karena
pasalnya wali pcmohon tidak berscdia menjadi wali nikah dikarenakan mendapat
wasiat dari bapaknya yang juga selaku dari kakek pemohon agar tidak menjalin
hubungan dengan keluarga dari calon suami pemohon disebabkan masih ada
hubungan keluarga (famili). Selain itu, adanya perbedaan faktor pendidikan yang
tidak seimbang antara calon suami dengan pemohon.

Adapun pemohon sudah mempunyai tekad bulat sehingga ia tetap akan
menikah dengan calon suami yang dicintainya walaupun tanpa persetujuan dari
wali pemohon, sedangkan penolakan wali pemohon selaku yang berhak menjadi

wali tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
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Oleh karena itu, untuk memperlancar pernikahannya tersebut dan
memperoleh  kekuatan hukum, akhirnya pemohon mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama Bondowoso untuk menunjuk Kantor Urusan Agama
(KUA) sctempat untuk ditetapkan sebagai wali hakim karena sebelumnya
Kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkan pemohon dengan calon
suami karena tidak memenuhi salah satu syarat pernikahan yakni tidak adanya

wali. Dan kasus pemohon ini masuk ke dalam Pengadilan Agama Bondowoso di

bawah nomor: 01/Pdt.P/2007/PA. Bdw.

Sctelah scmua administrasi telah dipenuhi, maka tibalah saat
pemanggilan dan pemeriksaan, awalnya yang diperiksa oleh hakim adalah Hilma
Tsurayya selakﬁ pemohon. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan
kepada Hilma Tsurayya selaku pemohon, apakah tetap dengan permohonan atau
akan mencabutnya dan apakah ada tambahan dalam berita acaranya yang perlu
ditambahi kalau memang ada yang belum ditulis dalam berita acara teisebut.

Adapun pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang
menghadap sendiri di persidangan dan kemudian dibacakanlah permohonan
pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Dalam pemeriksaannya pemohon memberi ketcrangan dan mengatakan

bahwa hubungannya dengan calon suami pemohon sudah demikian erat dan
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mereka saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan, karena hubungannya
telah berlangsung selama 11 tahun.

Selain itu, menurut pemohon selama ini wali pemohon dan keluarganya
beserta orang tua atau keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama
mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon
tersebut. Bahkan calon suami pemohon dengan keluarganya telah datang kepada
wali pemohon untuk melamar pemohon dengan baik-baik atau kekeluargaan,
namun tidak diterima karena wali pemohon tetap menolak dengan alasan ada
wasiat dari kakek pemohon yang melarang untuk menjalin hubungan keluarga
dengan calon suami dikarenakan masih ada hubungan keluarga (famili) yakni
tiga pupu dari bapak calon pcmohon yang mana apabila dilanggar dikhawatirkan
terjadi apa-apa karena hal ini merupakan wasiat yang diamanahkan kepada wali
pemohon.

Adapun pemohon telah memusyawarahkan dengan orang tua pemohon
agar segera dinikahkan dan pemohon juga telah berusaha keras melakukan
pendekatan dan atau membujuk wali pemohon agar menerima dan merestui
hubungan pemohon dengan calon suami pemohon dan selanjutnya menikahkan
pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Akan tetapi, wali pemohon

tetap pada pendiriannya.
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Mengenai penolakan wali pemohon tidak berdasarkan hukum dan atau
tidak beroricntasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan pemohon sebagai
wali. -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso segera memanggil pemohon dan wali
pemohon untuk mcmeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi scbagai berikut:

1. Mengabulkan pcrmohonan Pemohon; _

2. Menyatakan bahwa wali Pemohon bernama Ahmad Hamid bin Ali Wafa
scbagai wali ‘adaf,

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai wali hakim
dalam pernikahan pcmohon dengan calon suami Pemohon;

4. Menctapkan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang scadil-adilnya.

Kctika mendapat permohonan dari pemohon, untuk membuktikﬁn
kebcnaran dari permohonan pemohon, akhimya majelis hakifn memanggil
Ahmad Hamid bin Ali Wafa sclaku wali nikah untuk dimintai keterangan, dan
ternyata wali nikah (ayah kandung) pcmohon yang sebelumnya telah dipanggil
dengan patut untuk datang ke pengadilan datang menghadap sendiri ke muka
hakim.

Adapun Ahmad Hamid bin Ali Wafa selaku wali nikah waktu dipanggil
untuk dimintai keterangan datang yang mana selanjutnyé majelis hakim meminta

ketcrangan dari calon suami pcmohon yang bernama Ahmad Dzulfikar bin Abdul
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Majid, umur 38 tahun, yang menerangkan bahwa calon suami pemohon
mengenal wali pemohon karena wali pemohon adalah ayah kandung pemohon
dan calon suami pcmohon mencintai pcmohon bahkan sudah meclamar kepada
wali pemohon tapi tidak diterima. Adapun alasan tidak diterimanya lamaran
calon suami pemohon olch wali pcmohon dikarenakan ada wasiat dari bapak wali
pemohon yang juga sclaku kakek pemohon yang apabila dilanggar taxut terjadi
apa-apa.

Tidak hanya saksi, untuk menguatkan atau meneguhkan permohonannya
tersebut. Akan tetapi, kemudian pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa:
I. Surat pcnolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso

Kabupaten Bondowoso (N9) Nomor: KK.13.11.07/PW.01/02/2007 yang

dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2007 dengan bermaterai cukup yang
telah di-nachtzegelen (P.1);

2. Surat keterangan pengajuan wali ‘ada/ dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Jalan MT.Haryono-
Bondowoso Telp. (0332)-424 652 Nomor: K.K.13.11/07/PW.01/02/2006
yang dikcluarkan pada tanggal 02 Januari 2007 (P.2);’

Sclain bukti tertulis pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di
muka persidangan, yaitu Ahmad Hamid bin Ali Wafa (Nama Disamarkan) selaku
wali pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

RT.03 RW.01 Desa Kembang Kecamatan Bondowoso.

3 Penetapan Pengadilan Agamna Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw
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Ahmad Hamid bin Ali Wafa memberikan keterangan di bawah
sumpahnya dengan mengatakan bahwa ia mengetahui secara pasti sebab
penolakannya terhadap lamaran calon suami pemohon dan saksi yang juga selaku
wali pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, apabila pemohon menikah
dengan calon suami pemohon dikarenakan ketidaksetujuannya disebabkan
adanya wasiat dari ayah Ahmad Hamid bin Ali Wafa selaku kakek dari pemohon
yang apabila dilanggar takut ada apa-apa di belakang hari atau ba/a’dan mr Laurut
wali pemohon calon suami pemohon kurang baik akhlaknya. Selain itu, menurut
wali pemohon antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan
mahram tapi masih ada hubungan famili atau keluarga. Adapun calon suami
pemohon sudah pernah melamar kepada wali pemohon tapi ditolak.

Selain Ahmad Hamid bin Ali Wafa juga ada Ahmad Dzulfikar bin Abdul
Majid (Nama Disamarkan) selaku calon suami dari pemohon, umur 38 tahun,
agama [slam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Desa Kembang
Kecamatan Bondowoso, selaku saksi kedua yang mengatakan di bawah
sumpahnya bahwa Ahmad Dzulfikar bin Abdul Majid kenal dengan pemohon dan
Ahmad Harnid bin Ali Wafa karena Ahmad Hamid bin Ali Wafa merupakan ayah
kandung pemohon dan antara calon suami pemohon dengan wali pémohon mésih

ada hubungan kekerabatan yaitu tiga pupu dari bapak calon pemohon.
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Sclain itu, menurut kcterangan saksi kedua selaku calon suami telah
melamar kepada orang tua pemohon namun tidak diterima, karena ada wasiat
dari kakek pemohon yang melarang menjalin hubungan dengan calon suami
dikarenakan masih ada hubungan kekeluargaan (famili).

Adapun sebab wali pcmohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena

takut apabila wasiat dari kakck pemohon tersebut dilanggar akan mendapat

bala’?

C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Dalam Menetapkan

Perkara Wali ‘Adz/Karena Menepati Wasiat

Dasar hukum mecrupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka
suatu putusan. Suatu putusan hakim sckalipun terdiri dari dasar putusan dan
dictum, namun antara keduanya merupakan suatu kesatuan, schingga menjadi
kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam menetapkan dan mengabulkan perkara, seorang hakim harus
memahami betul apa yang menjadi keputusan atau ketetapannya. Selain itu,
hakim diharapkan melihat atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat
itu schingga apa yang ditctapkan atau diputuskan tidak merugikan salah satu
pihak. Olch karenanya, dibutuhkan adanya ijtihad atau kebijaksanaan yang

sungguh dari seorang hakim dalum memutuskan suatu perkara, lebih-lebih

4 Berkas Acara Persidangan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw.



62

apabila perkara tersebut tidak disinggung baik dalam Nas Al-Qur’an dan Hadis
Nabi schingga nantinya akan diperoleh keputusan yang benar-benar adil dan
tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam artian, selain dasar hukum yang menjadi
pijakan oleh hakim di Pengadilan, pertimbangan hakim juga lebih berperan
dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara.

Adapun dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim
Pengadilan Agama Bondowoso dalam menetapkan perkara nomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw mengenai wali ‘ada/ karcna menepati wasiat adalah
dengan melihat pada permohonan pemohon yang didasarkan pada alasan bahwa
perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon tidak disetujui oleh
keluarga pemohbn yang akibatnya wali pemohon tidak mau menjadi wali nikah
karena mendapat wasiat dari kakek pemohon yang apabila dilanggar
dikhawatirkan terjadi apa-apa dan adanya faktor pendidikan yang tidak seimbang
antara pcmohon dengan calon suami pemohon. Selain itu, hakim menyatakan
bahwasanya orang yang mau menikah adalah orang yang mau berbuat baik. Jadi,
hendaknya wali jangan mecnghalangi anak perempuan yang berada di bawah
perwaliannya menikah dengan laki-laki pilihannya apalagi anak perempuan dan

laki-laki terscbut sudah terlalu dewasa dan anak perempuan tersebut juga telah
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menjalin hubungan sekian tahun lamanya dengan laki-laki pilihannya.’ Adapun

hal ini scsuai dengan Firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:232

J.’,‘.;Jl, e Iy 1) de_,.s,,f;,’,&: of £a L 5.
Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) mecnghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mercka dengan cara yang ma'ruf”. (QS.al-Baqarah:232)°

Adapun dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon sebagai bukti
bahwa permohonannya benar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
membenarkan dan menguatkan permohonan pemohon.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa
dalil-dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk permohonan wali ‘ada/ telah
nyata terbukti menurut hukum.

Sclain itu, dengan tidak bersedianya wali nasab bernama Ahmad Hamid
bin Ali Wafa terscbut untuk menjadi wali nikah bagi pemohon telah terbukti
bahwa wali tersebut ‘adal karena wali tersebut telah dimintai keterangannya dan
wali tersebut tetap enggan menikahkan anak perempuan yang berada di bawah
perwaliannya (pemohon), sedangkan alasan yang dinyatakan tidak berdasarkan
hukum dan hal ini telah dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam hal umur, bahwa pemohon telah cukup umur yaitu 29 tahun dan

pemohon telah bertekad menikah dengan laki-laki bernama Ahmad Dzulfikar bin

s Syamsul Hadi, Wawancara, Bondowoso, 20 April 2010.
S Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cipta Media, 2005), 37



Abdul Majid karcna telah menjalin cinta selama 11 tahun lamanya. Hal ini
apabila tidak segera diakhiri dengan pernikahan, maka akan membawa madarat
bagi keduanya yakni perbuatan zina. Dalam kaidah dikatakan:

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang
bermaslahat™’

Mcnimbang, bahwa pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan
syara’untuk menikah dan calon suami pemohon telah didaftarkan pernikahannya
ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Bondowoso, sedangkan Kantor Urusan
Agama tersebut menolak pclaksanaan pernikahan pemohon dengan suratnya
nomor: KK.13.11.07/PW.01/02/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari
2007 karcna wali tidak sctuju.

Oleh karena wali bernama Ahmad Hamid bin Ali Wafa tersebut ‘adal,
maka perkawinan pemohon tersebut dapat dilaksanakan dengan wali hakim.
Adapun wali yang dinyatakan ‘ada/ menurut perspektif hakim adalah setelah
adanya penctapan dari Pengadilan Agama akan tetapi dalam pelaksanaannya
tctap harus menawarkan dari Kantor Urusan Agama kepada walinya untuk

menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.® Hal ini

7 A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikilr, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, Cet.Il, 2007), 164
* Syamsul Hadi, Wawancara, Bondowoso, 20 April 2010.
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sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomour 2 Tahun

1987 Bab V Pasal 6 tentang akad nikah yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Sebclum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali
nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita.

2. Apabila wali nasabnya tetap ‘ada/, maka akad nikah dilangsungkan dengan
wali hakim.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim
berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan dan harus dinyatakan wali
nikah Ahmad Hamid bin Ali Wafa adalah ‘ada/ dan menetapkan wali nikah
untuk pclaksanaan perkawinan antara pemohon dengan calon suami adalah
dengan wali hakim.

Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 2
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.2 Tahun 1987 serta Kompilasi
Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dengan dasar hukum yang telah dipaparkan inilah, maka hakim
Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa wali nikah yang bernama Ahmad Hamid bin Ali Wafa
adalah ‘adal;

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama setempat sebagai wali hakim
dalam pcmikahan Pcmohon dengan Calon Suami Pemohon (Ahmad
Dzulfikar bin Abdul Majid);

4. Mcmbebankan biaya perkara pada Pemohon.

® Zainal Abidin Abu Bukar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, Cet.IIl, 1993), 240



BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG WALI ‘ADAL

KARENA MENEPATI WASIAT

A. Analisis Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Wali ‘Ada/ Karena
Menepati Wasiat
Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang
sah, yang bersifat khusus karcna hanya berwenang menangani jenis perkara
tertentu yaitu orang-orang Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan jenis-jenis
yang diadili adalah jenis perkara menurut agama Islam saja.’
Adapun tata cara atau proses penyelesaian perkara dalam Pengadilan
Agama Bondowoso adalah scbagai berikut:
1. Proscs pengajuan perkara
Ada dua bentuk perkara yang diajukan kepada pengadilan, yaitu
perkara permohonan dan perkara gugatan. Pada dasamya perkara
pcrmohonan  (voluntair) mcrupakan perkara yang tidak mengandung
sengketa, yang diajukan oleh scscorang atau lebih secara bersama-sama
kepada pengadilan untuk ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau kedudukan

hukum tertentu. Sedangkan gugatan (contentious) merupakan suatu perkara

! Roihan A. Rasyid, flukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
Cet.1V, 1995), 6
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yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut

pemutusan dan penyelesaian pengadilan.

Adapun proses pengajuan perkara baik gugatan atau permohonan

yang diajukan ke Pcngadilan Agama:

a.

Haruslah dengan suatu gugatan atau permohonan yang dialamatkan
kepada Ketua Pengadilan Agama dan disampaikan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama,

Gugatan atau pcrmohonan tersebut baru boleh didaftarkan dalam register,
sctclah penggugat atau pemohon membayar uang muka (ongkos
sementara biaya perkara, SK.Meneg.Nomor 9 tahun 1975 jo.HIR.);

Bagi orang-orang yang betul-betul tidak mampu membayar biaya
perkara, boleh meminta izin untuk berperkara dengan secara cuma-cuma
(prodeo) di hadapan Pengadilan Agama disertai dengan surat keterangan
dari pamongpraja;

Gugatan atau permohonan dapat diajukan secara tertulis ataupun lisan;
Gugatan atau permohonan tertulis ditanda tangani sendiri oleh penggugat
atau pemohon oleh kuasanya (pasal 118 ayat (1) HIR., pasal 142 ayat N
R.Bg);

Gugatan atau permohonan secara lisan (hanya bagi penggugat atau
pemohon yang tidak dapat menulis) dicatat oleh Ketua Pengadilan
Agama,;

Ketua Pcngadilan Agama memberikan bantuan dan petunjuk seperlunya
kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya tentang cara-caranya
mengajukan suatu gugatan atau permohonan.

. Proses pemeriksaan perkara

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang dan di'1kukan melalui

tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Tahap-tahap pemeriksaan terscbut ialah:

a. Pembacaan gugatan

b. Jawaban tergugat
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c. Replik penggugat
d. Duplik tergugat
e. Pembuktian
f. Kesimpulan
g. Keputusan hakim.?
3. Proses pcmbuktian
Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pembuktian
mengandung beberapa pengertian yakni arti logis konvensional dan yuridis.
Pembuktian dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat mutlak,
karcna berlaku bagi sctiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti
lawan. Dan pembuktian dalam arti konvensional adalah memberi képastian,
hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif
sifatnya. Sedangkan pembuktian dalam arti yuridis adalah memberi dasar
yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna
memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.’ Adapun
R.Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.*
Scsudah jawab-menjawab selesai, kedua belah pihak minta putusan

pengadilan (dengan penambahan tambahan bukti, apabila dianggap perlu).

? Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet.VIII, 2008), 83

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Y ogyakarta: Liberty, Cet.I,
2006), 134-135

* R.Subekti, Hukum Acara Perdara, (Bandung: Bina Cipta, Cet.IIl, 1989), 78
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Adapun yang meagatur perihal pembuktian adalah pasal 163 HIR. (pasal 283
R.Bg.) yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang mengaku mempunyai
sesuatu hak, atau guna mecncguhkan haknya sendiri maupun untuk
membantah suatu hak o:ang lain, menunjuk suatu peristiwa, harus
membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.’
4. Pengucapan putusan atau penetapan

Setelah pengadilan agama memeriksa perkara, maka ia harus
mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya.
Adapun produk pengadilan agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 ada dua macam yaitu putusan dan penctapan.®

Setelah memaparkan secdikit tentang prosedur maupun proses
penyclesaian perkara di pengadilan agama, maka setelah penulis melakukan
penclitian melalui obscrvasi dan wawancara yang kemudian dicocokkan
dengan tcori-teori yang ada penulis menyimpulkan bahwa proses
penyelesaian perkara wali ‘ada/ karena menepati wasiat di Pengadilan Agama
Bondowoso dibuat sccara sederhana karena perkara tersebut termasuk
perkara sumir (ringan) akan tetapi sudah benar dan telah sesuai dengan apa
yang telah ada dalam undang-undang baik dari segi prosedur maupun proses

berita acaranya.

5 Victor Sitursorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan
Eksekusi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.], 1993), 86
¢ Roihan A.Rasyid, Hukum Acara..., 199
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B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Agama
Bondowoso Nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw Tentang Wali ‘Ada/ Karena
Menepati Wasiat

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama
dibicarakan oleh para ahli hukum Islam. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa
perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali, maka pemnikahan tersebut
dianggap tidak sah karcna kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah
satu rukun yang harus dipenuhi. Akan tetapi, di sisi lain wali nikah dalam suatu
perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi ia hanya
sckedar sqnnall saja. Artinya, perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali
dalam perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut
tctap dianggap sah dan perkawinan terscbut juga tidak menjadi batal.

Di Indonesia-yang rata-rata menganut Mazhab Syafi’i-wali merupakan hal
yang penting dalam perkawinan, sehingga apabila seseorang menikah tanpa
adanya wali, maka nikahnya dianggap tidak sah atau batal. Adapun wali nikah
terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali
nikah yang didasarkan pada hubungan keckerabatan dengan mempelai wanita.
Sedangkan wali hakim adaiah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama
atau pecjabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk

bertindak sebagai wali discbabkan karena orang tua mempelai wanita menolak
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(‘adal) atau tidak ada, atau karena scbab-scbab lain sehingga wali yang berhak
dapat menentukan haknya.

Dan apabila pada suatu waktu ada scorang perempuan berkehendak ingin
mcnikah akan tetapi ketika ia meminta izin pada orang tuanya dan orang tuanya
menolak tanpa adanya alasan yang bisa diterima oleh syara’, maka penolakan
terscbut tidak dianggap. Dan anak perempuan tersebut diperbolehkan
mengajukan keinginannya berupa permohonan untuk menikah kepada pengadilan
untuk diminta yang namanya wali hakim. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi
SAW scbagaimana.telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya.

Scsuai dcngan penctapan Pengadilan Agama Bondowoso uomor:
01/Pdt.P/2007/PA.Bdw, di mana ada seorang wanita ingin melangsungkan
pernikahan, namun hubungannya dengan calon suaminya tidak direstui oleh
kcluarganya tcrutama ayahnya selaku wali dari pemohon hal ini dikarenakan wali
pemohon menepati wasiat yang diamanahkan oleh mendiang kakek pemohon.

Adapun yang mcnarik bagi penulis pada penetapan tersebut adalah alasan
ayah sclaku wali nikah dari pemohon tersebut yaitu menepati wasiat kakek
pemohon, padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa kakek bukanlah orang
yang berhak menjadi wali apabila ayah pemohon masih ada. Dalam arti,
scandainya ayah pemohon mau menjadi wali dan menikahkan anak perempuan
yang berada di bawah pcrwaliannya (pemohon), maka wasiat dari kakek

pcmohon tersebut tidak ada gunanya.
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Karcna dianggap alasan yang dikemukakan oleh ayah pemohon tidak bisa
diterima dan tidak masuk akal, maka wanita tersebut berhak mengajukan
permohonan ke Pengadilan Agama Bondowoso guna mendapatkan wali hakim
dan permohonan tersebut disambut baik oleh pengadilan dalam arti diterima oleh
hakim dan ayah pcmohon yang mendapat wasiat dari kakek pemohon dinyatakan
sebagai wali ‘ada/ Adapun mecngenai pengajuan perkara permohonan guna
mendapat wali hakim di Pengadilan Agama Bondowoso ternyata diterima
seluruhnya akan tctapi dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan tersebut
dalam arti tidak ada pengajuan perkara permohonan wali hakim yang tidak
ditcrima untuk dikabulkan (ditolak).

Sclain itu, hal yang menarik bagi penulis adalah mengapa hakim berani
memberikan keputusan dengan menerima permohonan dari wanita tersebut dan
menctapkan Ahmad Hamid bin Ali Wafa yang seharusnya menjadi  wali
dinyatakan scbagai wali yang ‘adal, padahal dalam berita acara sebelumnya juga
dikatakan bahwa akhlak dari calon suami tersebut kurang baik. Akan tetapi yang
scbenarnya tetap menjadi alasan ayah menolak atau tidak setuju anaknya
menjalin hubungar. dan menikah dengan calon suaminya adalah karena adanya
wasiat dari kakek pemohon dan alasan inilah yang lebih ditonjolkan.

Mcngenai masalah perwalian sebagaimana kita ketahui bahwa wali dapat

mcnolak untuk mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk
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dilaksanakan adanya suatu pernikahan apabila alasan penolakan tersebut bisa
diterima oleh syara’.

Adapun alasan mencpati wasiat sebagaimana dinyatakan oleh wali
pemohon sebagai alasan menolak menjadi wali, penulis memandang hal tersebut
tidak bisa dijadikan salah satu alasan wali untuk bisa menolak menikahkan
wanita yang berada di bawah perwaliannya meskipun alasan tersebut tidak ada
atau tidak dinyatakan oleh ulama-ulama terdahulu.

Penulis juga mcmandang bahwa wasigt yang dijadikan alasan wali
pemohon dalam menyatakan keengganannya untuk menikahkan perempuan yang
berada di bawah perwalianny: tersebut tidak bisa menjadi penghalang baik
dalam hal perkawinan maupun saling mewarisi (Mani’u/ 11:§1).

Selain itu, wasiat dari almarhum kakek pemohon bukan merupakan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ dalam arti hal tersebut hanya
merupakan penghalang scbagai syarat yang dijadikan alasan wali enggan
menikahkan pemohon dengan calon suami pilihannya tersebut. Oleh karena itu,
menurut  penulis  syarat tersebut bisa dilanggar atau disiasati. Hal ini
scbagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fighiyyah:

B S50 8 PR g,
“Ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ lebih didahulukan daripada ketcntuan
yang ditetapkan oleh syarat”.

Adapun dalam penctapan wali ‘ada/ melalui persidangan di pengadilan,

sesuai dengan duduk perkara dalam masalaﬁ ini di mana wali pemohon enggan
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menjadi wali bagi pemohon karena wali yang dalam hal ini selaku ayah kandung
dari pemohon mcnepati wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum kakek
pcmohon, dan apabila Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan menerima
permohonan ini karena berdasar pada Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun
1987 pasal 2 ayat 1 tentang wali hakim dan berdasar pada Ketua Majelis yang
dalam pertimbangannya (Tharigah Istinbat al-Hukm) didasarkan pada
kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang berada di bawah
perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi
syarat-syarat sahnya perkawinan, di samping itu hubungan antara pemohon
dengan calon suami pemohon sudah terjalin cukup lama dan tidak dapat
dibiarkan lebih lama lagi karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar,
untuk itu perlu diresmikan dalam ikatan yang sah yakni ikatar pernikahan. Hal
ini scbagaimana yang dinyatakan dalam kaidah fighiyyah sebagai berikut:
“Mencecgah kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan’
Namun demikian, penulis memandang bahwa ada beberapa unsur pokok

yang dijadikan pertimbangan hakim mengabulkan perkara tersebut, yaitu:

” A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih..., 164
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1. Menarik Kemaslahatan
a. Calon istri tclah decmikian crat sckali hubungan ante .. keduanya dan
dapat mengkhawatirkan akan terjadinya perbuatan dosa (zina).
b. Dari scgi fisik bahwa calon mcmpelai wanita sudah cukup umur dan
pantas untuk meclakukan pernikahan.
2. Menolak Kerusakan
a. Bahwa hubungan mcrcka berdua yang sudah demikian eratnya dan
ditakutkan atau dikhawatirkan akan tcrjadi kemadaratan yang lebih besar
scperti kawin lari atau tcrjadi perbuatan zina.
b. Adanya pencemaran nama baik dari keduanya maupun kedua keluarga
jika mercka berdua tidak scgera dikawinkan.

Dengan terpenuhinya unsur kemaslahatan dan tidak adanya hal-hal yang
menimbulkan kemadaratan, maka penulis memandang bahwa permohonan wali
‘adal karcna mencpati wasiat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Bondowoso jclas tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam arti pernikahan
terscbut dianggap sah karcna syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan deri segi
normatif tclah scsuai dan berdasarkan perundang-undangan yang ada. Dan
scbagaimana yang dikctahui bahwa pada dasamya Islam diturunkan scbagai
agama rahmatan /il *alamin dan sangat mcnjaga kcpada kcrusakan atau kesulitan

umatnya. Scbagaimana kaidah mengatakan:

S s e pai i 2
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“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan’®

Adapun kaidah ini scjalan dengan kaidah:

LR s 28 o

L~€.a>-| ...)L<a_)b \),pw;\‘fa))ubwu@bu b\

“Apabila dua hal yang mafcadah benentangan maka perhatikanlah yaag
madaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang madaratnya lebih kecil””

Kaidah ini mencgaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita
dihadapkan kcpada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih
kcmaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.
Karcna mecnolak kemafsadatan berarti kita juga meraih kemaslahatan,
scdangkan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan
akhirat.'

Kaidah ini juga memberi penegasan tentang pilihan terbaik di antara
yang buruk. Kcmadaratan bisa ditentukan oleh nas, yaitu seluruh perbuatan
yang dilarang olch agama adalah madarat. Selain itu, apa yang diputuskan atau
ditctapkan olch hakim Pcngadilan Agama Bondowoso adalah untuk mencegah
terjadinya sesuatu yang apabila hal itu tidak dicegah, maka akan mengakibatkan
sesuatu yang tidak diinginkan terjadi seperti zina ataupun perbuatan haram yang
lain yang akan mclanggar agama. Dengan demikian, sebelum semua itu terjadi,
maka hal tcrscbut perlu dicegah atau dalam istilah Usil Figh dikenal dengan

scbutan Saz al-Zar7’ah. Hal ini scsuai dengan kaidah:

¥ Ibid,
¥ Ibid.,, 168
' bid,
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;;;:J‘ e S B
“Tindakan penccgahan lebih baik daripada menghilangkan’®’

Kaidah ini menjclaskan bahwa lebih baik kita mencegah terjadinya
sesuatu daripada menghilangkannya. |
Adapun hukum Islam membenarkan penetapan putusan hakim Pengadilan
Agama Bondowoso dalam perkara ini, karena dianggap pihak wali enggan
menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan
yang tidak berdasar pada hukum atau tidak sesuai dengan syari’at agama. Selain
itu, ijtihad hakim dalam pertimbangannya mcnyatakan bahwa orang yang mau
menikah adalzh orang yang mau berbuat baik (Fathu al-Zari’ah). Jadi, hendaknya
wali jangan mcnghalangi anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya
mcnikah dengan laki-laki pilihannya apalagi anak perempuan dan laki-laki
terscbut sudah terlalu dewasa dan anak perempuan tersebut juga telah menjalin
hubungan sckian tahun lamanya dengan laki-laki pilihannya. Hal ini sesuai
dengan Firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah:232
(YY) S35 4 i 1y Ll G of 2,02 5.
Artinya: “..Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila tclah terdapat kcrelaan di antara
mercka dengan cara yang ma'ruf”.”? (QS.al-Baqarah:232)
Di samping itu, perkawinan juga merupakan suatu hal yz‘mg paling

peating dalam rcalita kchidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan

"" A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikib..., 177
"2 Departemen Agama Rl, A/-Qur'an..., 37
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rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata
kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan
jenis (suami-istri) mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan
scbagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah
yang disebut keluarga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.l Tahun 1974 pasal 1 telah
disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita scbagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa."> Dari pasal inilah dapat diketahui bahwasanya perkawinan bukan sekedar
hubungan antara scorang pria dan seorang wanita yang didasarkan atas nafsu
belaka tetapi lebih didasarkan pada hubungan yang berlandaskan ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana
Firman Allah SWT dalam QS.ar-Rum: 21 yang berbunyi:
@mw),s?&’r’&:};}@)’sﬁx{&\ {28 ‘u“rgdl""“ft; s

(n) by 85 f,,d:-;w d{;

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.ar-Rum:21)

** Tim WIPRESS, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (----— :‘WIPRESS, Cet.I, 2007), 1-
2
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Selain itu, dalam hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila
telah memenuhi rukun dan syaratnya. Olch karena itu, perkawinan yang tidak
memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dapat dibatalkan.
Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah:

1) Calon suami

2) Calon istri

3) Wali nikah

4) Dua orang saksi
5) Ijab dan kabul.

Dalam suatu akad perkawinan semua rukun ini harus dipenubhi, jika tidak
maka perkawinan tcrscbut dianggap tidak sah. Salah satu rukun perkawinan
adalah adanya wali tanpa wali suatu pernikahan dianggap batal. Adapun
pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Hanbali.

Jika wanita yang akan mcnikah tersebut masih gadis dan telah baligh
serta berakal schat, maka yang berhak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan
tctapi, jika ia sudah janda maka hak itu ada pada keduanya dalam arti seorang
wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya, sebaliknya
Wwanita janda itupun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali.'*

Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

S B3 bl K Gy 08 ta&s sl o

s s

345

" Muhammad Jawad M ughniyah, Figh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, Cet.XVI, 2006),
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Artinya: “Sectiap pcerempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin
walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal”’"’

Berdasarkan Hadis di atas, maka tidak sah perkawinan tanpa adanya izin
dari si wali. Jika wali yang bersangkutan tidak bersedia menikahkan wanita
dalam perkawinannya, maka penguasalah yang menjadi walinya sebagaimana

kelanjutan dari Hadis di atas:
411,’£’{/o£: ,l':l../
S 3V ey ol 1y 0

Artinya: “Jika para wali (bertengkar), maka pemerintah (sultan) adalah menjadi

wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”'°

Keengganan wali (ayah kandung) pemohon untuk menikahkan anak
perempuah yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan menepati wasiat,
tidak dapat dibcnarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.
Karena scorang wali pemohon terscbut mempunyai kesempatan untuk
memusyawarahkan kembali dengan anak peremnpuannya. Bila permintaan
tersebut tidak disctujui, maka wali tersebut dinyatakan ‘adal. Akan tetapi, upaya
menasehati tetap dilakukan oleh majelis hakim yang menyelesaikan perkara
tersebut dengan menunda sidang sekali yang berguna bagi pemohon dan wali
pemohon untuk berfikir setelah upaya menyadarkan pemohon dengan wali

pemohon agar pernikahannya dapat direstui tersebut gagal.

. ' Abi Dawud ibn al-Asy"as al-Sijistaniy al-Azdiy, Sunan AbI Dawud, Jilid 11, (Kairo: Darul
Hadis, 1999), 891 ’

16 Ibid.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pcmbahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan

sebagai berikut:

1.

Bahwa proscs penyelesaian perkara wali ‘ada/ karena menepati wasiat di
Pengadilan Agama Bondowoso dibuat secara sederhana karena perkara
tersebut termasuk perkara sumir (ringan) akan tetapi sudah benar dan telah
sesuai dengan apa yang telah ada dalam undang-undang baik dari segi
prosedur maupun proses berita acaranya.

Adapun hukum [slam membenarkan pertimbangan hukum yang diarﬁbil oleh
majelis hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam menyelesaikan perkara
nomor: 01/Pdt.P/2007/PA.Bdw karena berdasar pada Peraturan Menteri
Agama RI No.2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 1 tentang wali hakim dan berdasar
pada Ketua Majelis yang dalam pertimbangannya pada kemaslahatan bagi
para pihak. Sclain itu, pihak wali enggan menikahkan anak perempuan yang
berada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum

atau tidak scsvai dengan syari’at agama.

81
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B. Saran-saran

1.

Hendaknya kepada Pengadilan Agama di Bondowoso dalam menerima dan
memeriksa scrta memutus perkara permohonan wali ‘ada/ yang diajukan oleh
pcmohon supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan harus
mecmpertimbangkan scsuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik dari segi kemaslahatan maupun kemadaratannya. Selain itu,
pertimbangan hakim dalam hal ini sangat besar peranannya di samping dasar
hukum yang dijadikan rujukan harus lebih diperhatikan.

Kepada para orang tua (wali) khususnya, pada prinsipnya tujuan pernikahan
adalah untuk menciptakan kcluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Oleh karena itu, hendaknya para wali jangan menghalang-hélangi perempuan
yang bcrada dalam pcrwaliannva mcnikah dengan calon suami yang
merupakan pilihannya sendiri asal tidak bertentangan dengan ketentuan

syara’.
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